SALINAN

PUTUSAN
Nomor 324/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.
> ~ % l -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu (Pembatalan

Penetapan Ahli Waris) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis

Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj. Nawiah binti Ali' Rusin, lahir di Manna, 01 Juli 1942 (80 tahun), agama

Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat
kediaman di Jalan Mulkan Naum Nomor 18, Kelurahan
Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten
Bengkulu Selatan, dalam perkara ini telah memberikan
kuasa kepada Muhammad Vicky Adha, S.H., Ade
Mulyarahman, S.H. dan Sulaeman Zazuri, S.H., Advokat
dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE MUHAMMAD
VICKY & PARTNERS, berkantor di Graha Cibinong Blok
G-12 JI. Raya Jakarta-Bogor, KM No. 43, Kelurahan
Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan

domisili elektronik: Viky: adha87@yahoo.co.id,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2022
yang terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama
Karawang Nomor 1647KR/VIIN/2022/PA.Krw, tanggal 18
Agustus 2022, semula sebagai Penggugat sekarang
sebagai Pembanding;

melawan

Tita Damayanti binti Tono Tarsono, lahir di Karawang, 24 Maret 1980

(42 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), tempat kediaman di Perum Sukaseuri Blok H/11,
RT. 022 RW. 009, Kelurahan Sarimulya, Kecamatan Kota
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Baru, Kabupaten Karawang, dan domisili elektronik:

elearningkkp2020@gmail.com, semula sebagai Tergugat

sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan

dengan perkara yang dimohonkan banding;
DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Karawang Nomor 1449/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 03 Agustus
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1444 Hijriyah yang
amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat
pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1444 Hijriyah, pada hari
dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang untuk selanjutnya
disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding secara
elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal
18 Agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang dan permohonan
banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat

yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 22 Agustus
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2022, sebagaimana Relaas Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang
dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding
secara elektronik pada hari Jum’at, tanggal 26 Agustus 2022 yang diunggah
melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Panitera
Pengadilan Agama Karawang pada-hari Senin, tanggal 12 September 2022
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/
Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membatalkan  Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor:
1449/Pdt.G/2022/PA. Krw tanggal 03 Agustus 2022 yang dimohonkan
banding.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum untuk
berlaku Penetapan Pengadilan Agama Karawang tanggal 24 Februari
2022 Nomor: 70/Pdt.P/2022/PA.Krw dengan segala konsekuensi
hukumnya.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding ' tersebut telah = diberitahukan kepada
Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori
Banding Nomor 1449/Pdt.G/2022/PA. Krw. pada tanggal 25 Agustus 2022
sebagaimana Relaas Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori
Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang tanggal
12 September 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah
menyerahkan Kontra Memori Banding secara elektronik, pada hari Jum’at,
tanggal 16 September 2022 yang diunggah melalui Sistem Informasi
Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang
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pada hari Jum’at, tanggal 16 September 2022 yang pada pokoknya

memohon:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/
Tergugat untuk seluruhnya;

2. Tetap pada Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor
1449/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 03 Agustus 2022;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan pembanding/penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor
70/Pdt.P/2022/PA.Krw tanggal 24 Februari 2022 mempunyai kekuatan
hukum tetap;

3. Menghukum pembanding/penggugat untuk membayar segala biaya
perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada
Pembanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara
banding (inzage) pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 dan
berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1449/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 22
September 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang
yang menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan inzage;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara
banding (inzage) pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 dan
berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1449/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal
tanggal 22 September 2022 yang dibuat oleh-Panitera Pengadilan Agama
Karawang yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan inzage;

Membaca surat. Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Nomor W210-A/3713/Hk.05/X1/2022, tanggal 24 November 2022 yang
menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama
Karawang Nomor 1449/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 03 Agustus 2022
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Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1444 Hijriyah yang
dimohonkan banding pada tanggal 18 Agustus 2022 vyang dikirim
ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor
W10-A7/2549/HK.05/IX/2022 tanggal 23 September 2022 telah terdaftar
dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi
Agama Bandung Nomor 324/Pdt.G/2022/PTA Bdg. tanggal 24 November
2022 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan
Terbanding;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama
berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal
6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan
Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, = Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan
permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal
18 Agustus 2022 atas putusan pengadilan tingkat pertama yang diucapkan
secara elektronik pada tanggal 03 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 5 Muharram 1444 Hijriyah dan pada saat diucapkan kuasa
Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, sehingga permohonan
banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke-15 (lima belas)
menurut hari kalender dan ternyata pada tanggal 17 Agustus 2022 tersebut
adalah hari libur nasional, sehingga ada pengunduran akhir masa banding
ke hari berikutnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus
Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 03 Agustus 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh
kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan
oleh Pembanding pada tanggal 18 Agustus 2022, dengan demikian
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permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu
banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding a quo
secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding
memeriksa dan mempertimbangkan - pokok  perkara dalam perkara ini,
dimana pihak Pembanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat
Banding telah  memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum
sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang
Nomor. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan
ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai,
sehingga Pembanding dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili
kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex
factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan. Agama Karawang untuk
kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi
Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung
yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan
mengadili perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Karawang telah berusaha
mendamaikan - Pembanding dengan Terbanding dan telah pula
melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. A Suyuti, M. Sy.,
mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Karawang yang dalam
pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding,
akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak
dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal
130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
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karenanya proses penyelesaian perkara a quo secara litigatif dapat
dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah
mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan
Pengadilan Agama Karawang Nomor 1449/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal
03 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1444
Hijriyah. Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan
perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan
Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim. Tingkat Pertama telah
melaksanakan dan ‘mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai
ketentuan Hukum ‘Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui dan
dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat Banding sendiri, hamun dipandang perlu memberikan tambahan
pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (ratio decidendi) sebagaimana
diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku judex facti
akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan
meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang
ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor
492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 juncto Putusan Mahkamah
Agung RI'No. 247 K/Sip/1953, tanggal 06 April 1955 dan selanjutnya akan

mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak
keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan
eksepsi Tergugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan
dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam eksepsi ini,

sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk
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dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama
sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR (Het Herziene
Indonesisch Reglement) jo. Pasal 114 Rv (Reglement op de Burgelijke
Rechtsvordering voor Europeanen) bahwa eksepsi yang tidak berkaitan
dengan kewenangan (kompetensi) Pengadilan, maka harus disampaikan
bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, sehingga
apabila tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap
pokok perkara, maka hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding tidak tepat,
karena sudah terlambat diajukan dalam proses persidangan perkara a quo,
sehingga eksepsi Terbanding yang diajukan pada tahap kesimpulan tersebut
harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengadili
eksepsi tersebut dengan menyatakan tidak dapat menerima eksepsi
Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan
pertimbangan Majelis Hakim  Tingkat Pertama, karena @ sudah
dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR (Het Herziene
Indonesisch ‘Reglement) jo. Pasal 114 Rv (Reglement op de Burgelijke
Rechtsvordering voor Europeanen), karena itu diambil alih: menjadi

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding telah mendalilkan bahwa Dr. Risfan
Suyedi bin H. Riduan Saleh (Pewaris) sebagai anak kandung Pembanding
telah meninggal dunia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2021 dan semasa
hidupnya, Pewaris (Dr. Risfan Suyedi bin H. Riduan Saleh) dengan isterinya
yang bernama Tita Damayanti binti Tono Tarsono (Tergugat) telah dikaruniai

1 (satu) orang anak yang bernama Essentia Putri Risditta;
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Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan Penetapan Ahli
Waris  (PAW) Pengadilan Agama Karawang dengan  Nomor
70/Pdt.P/2022/PA.Krw dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Risfan Suyedi bin Riduan Saleh yaitu:

2.1.Hj. Nawiyah binti Ali Rusin, sebagai ibu kandung;

2.2.Tita Damayanti-binti TonoTarsono, sebagai-istri (Tergugat);

2.3.Essentia Putri Risditta binti Risfan Suyedi;

Menyatakan tidak dapat diterima untuk sebagian dan selebihnya;

Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp120.000.00 (seratus

dua puluh ribu rupiah;
dengan alasan bahwa Pembanding tidak pernah dimintakan persetujuannya
maupun dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Agama Karawang dan anak
yang bernama Essentia Putri Risditta binti Risfan Suyedi diduga bukan anak
kandung dari Almarhum Risfan Suyedi bin Riduan Saleh, karena isterinya
yang bernama Tita Damayanti binti TonoTarsono telah berselingkuh dengan
laki-laki lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, sehingga
berpisah tempat kediaman bersama dan tidak pernah ketemu dengan anak
yang bernama Essentia Putri Risditta binti Risfan Suyedi sampai
meninggalnya Almarhum Risfan Suyedi bin Riduan Saleh, disamping itu saat
meninggalnya Almarhum_Risfan Suyedi bin Riduan ‘Saleh, meninggalkan
saudara kandung berjumlah 7 orang, yaitu 3 saudara laki-laki dan 4 saudara
perempuan yang mana seharusnya menjadi ahli waris dikarenakan ayah dari
Dr. Risfan Suyedi bin H. Riduan Saleh (Alm) telah meninggal dunia lebih
dahulu;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan jawabannya yang
pada pokoknya benar Terbanding memutuskan untuk meninggalkan rumah
dan kembali ke rumah orang tua saya di Karawang dengan alasan almarhum
telah melakukan tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dengan
melakukan pemukulan serta mengancam menggunakan senjata tajam
berupa parang, golok dan samurai, serta mendorong anak saya Essentia,
sehingga dia mengalami memar di bagian kepala, bukan karena masalah
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perselingkuhan, namun almarhum suami untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut selama 14 tahun atau sampai beliau meninggal dunia
dan tidak benar bahwa almarhum tidak diberikan akses untuk bertemu
anaknya. Selama kami berpisah rumah, almarhum suami hanya berkunjung
maksimal 2x dalam 1 tahun ke rumah orang tua saya dan almarhum selalu
diterima baik oleh kedua orang tua saya, meskipun beliau tidak pernah
memberikan nafkah kepada anak kandungnya, baik dalam hal pendidikan
dari mulai TK sampai dengan tingkat: SMA, maupun untuk kebutuhan
pangan, sandang dan papan sebagai kebutuhan dasar untuk anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan ‘dalil-dalil gugatannya,
Pembanding telah mengajukan bukit-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai
dengan P-32 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Rizal Effendi, S.E. bin Hamid dan
Wati Herawati binti Asikin dan untuk meneguhkan jawabannya Terbanding
telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yaitu T-1 sampai dengan T-49 dan 3
(tiga) orang saksi, yaitu Tedi bin Oding, Agus Tamazili bin Abdullah dan Sri
Maryati binti Encu Sutisna;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili pembatalan
Penetapan Ahli Waris (PAW), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
haruslah terlebih mengemukakan hal-hal yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan di bawah ini:

1. Berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan:

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak pemilikan_harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya
masingmasing;

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli

waris;
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d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik
yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama
setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang
dan pemberian untuk kerabat.

2. Berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-
laki, paman dan kakek;

- .Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara
perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan

hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana tertuang dalam
memori bandingnya keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat
Pertama pada halaman 90-91, dalam putusannya tidak memuat keterangan
saksi Agus Tamzili dengan baik dan benar dimana Majelis Hakim Tingkat
Pertama seolah-olah menyudutkan anak Pembanding seakan-akan anak
Pembandinglah yang menyebabkan Pembanding dengan Terbanding tidak
akur dan tidak =mempertimbangkan keberatan = Pembanding, yang
Pembanding sampaikan pada saat kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh
Pembanding maupun Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa pada saat Terbanding mengajukan perkara Penetapan
Ahli Waris atas perkara Nomor 70/Pdt.P/2022/PA.Krw, Pewaris (Dr. Risfan
Suyedi bin H. Riduan Saleh) mempunyai ahli waris yang terdiri dari
atas 4 (empat) golongan, yaitu:

1. Isteri (Tita Damayanti binti Tono Tarsono);
2. Anak kandung (Essentia Putri Risditta);
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3. Ibu kandung (Hj. Nawiah binti Ali Rusin), dan

4. Saudara-saudara kandung Pewaris yang masih hidup, yaitu:
4.1.Risman Efendi bin H. Riduan Saleh;
4.2.Risnani Haya, S.H. binti H. Riduan Saleh;
4.3.Ristam Romdani, S.E. bin H. Riduan Saleh;
4.4.Risniarti, S.ST., M.M. binti- H. Riduan Saleh;
4.5.Risaida Fithri, S.P.; M.M. binti H. Riduan Saleh;
4.6.Risnovyan, S.T. bin H. Riduan Saleh, dan
4.7.Res Eka Susanti, S.Pd. binti H. Riduan Saleh.

Menimbang, bahwa apakah ahli waris yang didalilkan tersebut
semuanya merupakan ahli waris yang berhak dari Pewaris (Dr. Risfan
Suyedi bin H. Riduan Saleh), maka terhadap hal tersebut, Majelis Hakim
Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani
Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa:
“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya:
anak, ayah, ibu, janda atau duda’;

Menimbang, bahwa Pembanding meragukan tentang sah tidaknya
anak yang bernama Essentia Putri Risditta, apakah anak hasil hubungan
antara Dr. Risfan Suyedi bin H. Riduan Saleh dan Tita Damayanti binti Tono
Tarsono atau dengan laki laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan jo. Pasal 99 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Anak yang sah adalah
anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-buktiyang diajukan oleh
Pembanding tidak ada bukti yang menguatkan bahwa almarhum Dr. Risfan
Suyedi bin H. Riduan Saleh sampai dengan meninggalnya tidak pernah
mengajukan gugatan tentang pengingkaran anak yang bernama Essentia
Putri Risditta, karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak yang bernama Essentia

Putri Risditta adalah anak sah dari hasil perkawinan antara almarhum
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Dr. Risfan Suyedi bin H. Riduan Saleh dan Tita Damayanti binti Tono
Tarsono, sehingga ia sebagai ahli waris dari almarhum ayah kandungnya
Dr. Risfan Suyedi bin H. Riduan Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas,
maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kompilasi Hukum
Islam dalam Pasal 174 secara umum-tidak membeda-bedakan antara anak
laki-laki dan anak perempuan apabila mewarisi bersamaan dengan saudara-
saudara pewaris, karena Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa
anak pewaris secara umum (baik laki-laki atau pun perempuan) menjadi
penghalang (hajib) terhadap saudara-saudara pewaris, sehingga dalam
perkara a quo, saudara-saudara kandung dari Pewaris (Dr. Risfan Suyedi bin
H. Riduan Saleh), yaitu: (1) Risman Efendi bin H. Riduan Saleh, (2) Risnani
Haya, S.H. binti H. Riduan Saleh, (3) Ristam Romdani, S.E. bin H. Riduan
Saleh, (4) Risniarti, S.ST., M.M. binti H. Riduan Saleh, (5) Risaida Fithri,
S.P., M.M. binti H. Riduan Saleh, (6) Risnovyan, S.T. bin H. Riduan Saleh,
dan (7) Res Eka Susanti, S.Pd. binti H. Riduan Saleh menjadi terhalang
(terhijab) sebagai ahli waris, karena Pewaris (Dr. Risfan Suyedi bin H.
Riduan Saleh) mempunyai anak sah (anak kandung) yang bernama
Essentia Putri Risditta;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka
terhadap keberatan Pembanding tentang adanya ahli waris lainnya, karena
Pewaris (Dr. Risfan Suyedi bin H. Riduan Saleh) juga meninggalkan saudara
kandung berjumlah 7 orang, yaitu 3 saudara laki-laki dan 4 saudara
perempuan yang seharusnya ditetapkan sebagai ahli ~waris, maka
berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas
oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis - Hakim Tingkat Banding
berpendapat keberatan  Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak
mempunyai alasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penetapan Pengadilan Agama
Karawang Nomor 70/Pdt/P/2022/PA.Krw, tanggal 24 Februari 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriyah yang menetapkan Ahli
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Waris dari almarhum Dr. Risfan Suyedi bin H. Riduan Saleh terdiri dari atas:
(1) Hj. Nawiyah binti Ali Rusin sebagai ibu kandung (2) Tita Damayanti binti
TonoTarsono sebagai istri dan (3) Essentia Putri Risditta binti Risfan Suyedi
(anak kandung Pewaris) adalah suatu penetapan yang hak, dan tidak dapat
dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun penetapan
Pengadilan Agama Karawang tersebut adalah perkara volunter yang bersifat
ex partie (satu pihak dan tidak ada sengketa), namun oleh karena
Pembanding tidak dapat membuktikan adanya ahli waris lain, selain yang
tersebut dalam diktum Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor
70/Pdt.P/2020/PA.Krw tentang Penetapan Ahli Waris, maka Majelis Hakim
Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa
Penetapan tersebut dipandang tetap berlaku dan mengikat kepada pihak-
pihak yang termuat dalam amar (diktum)nya, yaitu Penggugat (Hj. Nawiah
binti Ali Rusin), (Tita' Damayanti binti Tono Tarsono) dan anak kandung
Pewaris yang bernama Essentia Putri Risditta, sedangkan saudara-saudara
kandung Pewaris dinyatakan bukan sebagai Ahli Waris, karenanya
permohonan banding Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan
selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim
Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-
keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi
Mahkamah Agung ' Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal
14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim
Tingkat Banding tidak harus meninjau serta - mempertimbangkan keberatan
pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang
Nomor 1449/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 03 Agustus 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1444 Hijriyah yang telah menolak

gugatan Pembanding haruslah dikuatkan dan semua pertimbangan Majelis
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Hakim Pengadilan Agama Karawang yang relevan diambil alih menjadi
Pendapat Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke dalam bidang kewarisan,
sedangkan permohonan banding Pembanding ditolak, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 181 (1) HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), maka
mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

Menyatakan permohonan banding oleh Pembanding dapat diterima;

2. Menguatkan = putusan Pengadilan -~ Agama  Karawang = Nomor
1449/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 03 Agustus 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 05 Muharram 1444 Hijriyah;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya di tingkat banding
sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal
07 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1444
Hijriyah, oleh 'kami. Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta
Drs. H. Asep Saepudin M.; S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Plh Ketua
Pengadilan . Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor
324/Pdt.G/2022/PTA.Bdg, tanggal 24 November 2022, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Rohili, S.H.,
M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding dan

Terbanding;
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Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota | Hakim Anggota Il

ttd ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd
Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:
Rp130.000,00

1. Pemberkasan

2. Redaksi = Rp. 10.000,00
3. Meterai = Rp. 10.000,00
Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.
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